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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Peran pemerintah dalam melindungi Hak Cipta film yang beredar pada 
situs unduh film gratis jika terjadi pada media internet dengan melakukan 
pemblokiran IP Address sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan 
Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau 
Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, sehingga membuat masyarakat tidak 
dapat mengakses situs yang diduga melakukan pelanggaran terkait hak 
cipta. 
2. Hambatan bagi pemerintah dalam melindungi ciptaan yang beredar dalam 
situs unduh film gratis di media internet yaitu, kurangnya sumber daya 
manusia dalam menanggulangi situs-situs yang melakukan pelanggaran 
mengingat permasalahan tersebut terjadi di media internet yang ruang 
lingkupnya adalah lintas batas/transnasional yang semakin sulit untuk 
diatasi. Kesadaran masyarakat juga mengambil andil penting dalam hal ini 
karena mempengaruhi kreativitas dari pencipta dan rasa akan menghargai 
terhadap hasil ciptaan seseorang dengan kita menghargai hasil ciptaan 
orang lain tersebut.  
Hambatan bagi pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar 
dalam situs unduh film gratis di media internet adalah dari pencipta itu 
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sendiri karena yang menjadi tujuan dari ciptaannya adalah kepentingan 
ekonomi, sehingga ketika kepentingan ekonomi tersebut tercapai maka hal 
yang lain diabaikan. Kurangnya pengawasan dari pihak penyiar film 
karena pertama kali pembajakan bermula ditempat penyiaran film itu 
sendiri. Penyiar film berperan penting agar tidak terjadi pembajakan 
ditempat penyiarannya dan harus melakukan pengawasan yang ketat 
ketika penonton hendak menonton seperti memeriksa barang bawaan agar 
tidak terjadi pembajakan. Pemerintah membuka investasi terhadap industri 
perfilman sebesar-besarnya agar membuat pencipta terpacu untuk 
berkreasi dalam menciptakan karya-karya film. 
B. Saran 
1. Pemerintah harusnya mulai memikirkan aturan tentang hukum siber 
sehingga pelanggaran di dunia maya dapat diatasi dan pemerintah 
harusnya berkerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi 
permasalahan dunia maya ini mengingat permasalahan tersebut lintas 
batas seperti meratifikasi Konvensi Budapest sehingga Indonesia 
dengan negara yang lainnya dapat berkerjasama mengatasi 
permasalahan di media internet. 
2. Diharapkan agar masyarakat terlebih bagi orang-orang yang tahu akan 
hukum untuk selalu mengingatkan pentingnya kesadaran terhadap hak 
cipta itu sendiri agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. 
Dimulai dari lingkungan terkecil maka akan memberikan dampak 
terhadap lingkungan yang lebih besar. 
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